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 Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari 
keuntungan (laba). Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam 
dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian yang 
terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau asal dari jual beli adalah disyariatkan, 
sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan ada juga 
yang diperselisihkan. Sejalan dengan perkembangan zaman yang ada, 
barang yang diperjual belikan beraneka ragam. Dari barang yang menjadi 
barang kebutuhan pokok, sampai pada barang-barang yang menjadi 
pelengkap saja. Bahkan barang yang rusak dan tidak dapat diambil lagi 
manfaatnya lagi oleh pemiliknya, juga diperjual belikan oleh masyarakat. 
Seperti jual beli barang rongsokan. Menurut Wahbah Az Zuhaili,  jual beli 
barang rongsokan tidak diperbolehkan karena barang yang diperjual belikan 
belum tentu suci, milik sendiri serta penjual yang masih anak-anak juga 
dalam melakukan transaksi jual beli barang rongsokan tersebut para pelaku 
dagang tidak melakukan akad jual beli yang sah atau tanpa adanya akad. 
Seharusnya setiap dalam melakukan transaksi harus ada akad, barang yang 
diperjual belikan suci, milik sendiri serta penjual merupakan orang sudah 
baligh atau berakal. Berangkat dari latar belakan tersebut penyusun tertarik 
untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Hukum Jual Beli Barang 
Rongsokan dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus  Di  Desa 
Pematang Sei. Baru Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan)”. Metode yang 
digunakan adalah metode penelitian kualitatif, menggunakan jenis penlitian 
lapangan (field research), dengan pengumpulan data melalui observasi, 
interview, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan, 
jual beli barang rongsokan di desa Pematang Sei. Baru pada umumnya 
terjadi karena faktor ketidak pahaman dan ketidak pedulian para pelaku 
dagang yang mentradisi di desa Pematang Sei Baru, hal tersebut merupakan 
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A. Latar Belakang Masalah  
Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial tentunya 
tidak dapat hidup sendiri mereka membutuhkan pertolongan orang lain. 
Untuk itu Allah SWT memberikan inspirasi (ilham) kepada mereka untuk 
mengadakan penukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat 
dengan jual beli dan semua cara perhubungan, sehingga hidup manusia 
dapat berdiri dengan lurus dan mekanisasi hidup ini berjalan dengan baik 
dan produktif.  
Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan 
keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara 
pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. 
Kebutuhan ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak ada 
seorang pun yang dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu 
manusia dituntut untuk berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan 
ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar menukar, 








Hukum dasar jual beli adalah mubah (al-ashl fi al-bai’ al-ibahah), 
apabila hukum dasar muamalat seara umum adalah halal dan mubah, 
sebagaimana dirinci Al-Qur’an dan sunnah, maka ikhwal jual beli khususnya 
ada nash Al-Qur’an yang tegas-tegas menghalalkannya, yang sekaligus 
membantah kaum Yahudi yang mengklaim bahwa riba itu sama seperti jual 
beli, atau juali itu sama seperti riba, tidak ada bedanya.
2
 
Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari 
keuntungan (laba). Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam 
dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian yang 
terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau asal dari jual beli adalah disyariatkan, 
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Kemajuan-kemajuan yang semakin pesat tentunya akan menimbulkan 
masalah-masalah yang semakin banyak pula di dalam kehidupan manusia. 
Hal tersebut tidak hanya satu bidang saja, tapi di semua bidang akan 
mengalami kemajuan. Kita harus sadari apakah kemajuan-kemajuan yang 
sekarang kita alami sudah diimbangi dengan kemajuan di dalam bidang 
hukumnya. Karena bagaimanapun keberadaan hukum  pasti sangat 
diperlukan seiring dengan pesatnya pembangunan, supaya bisa berjalan 
dengan tertib dan lancar seperti yang kita harapkan.  
Jual beli merupakan salah satu jenis mua’malah yang membawa 
manfaat yang besar dalam kehidupan. Selain sebagai sarana pemenuhan 
kebutuhan, jual beli juga merupakan sarana tolong menolong di antara 
sesama umat manusia dan sebagai sarana manusia untuk mencari rizki yang 
halal dari Allah SWT. Hukum asal dari jual beli sendiri adalah mubah (boleh). 
Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam Asy-Syatibi (wafat 
790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib.
4
 Al-
Qur’an banyak memberikan penjelasan dalam hal bermua’malah, termasuk 
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di dalamnya jual beli. Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus 
dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara’.  
Adapun rukun jual beli adalah Ada Orang yang berakad atau al-
muta‟aqidain (penjual dan pembeli), ada sighat (lafal ijab dan qabul), ada 
barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang. Akad ialah ikatan kata 
antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan 
qabul dilakukan, sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridlaan), pada 
dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, 
seperti bisu atau yang lainnya, maka boleh berijab qabul dengan surat 
menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul. Syarat-syarat orang yang 
berakad yaitu berakal, oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang 
belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Kemudian yang 
melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.
5
  
Syarat-syarat barang yang diperjual belikan adalah suci, memberi 
manfaat, jangan ditaklikan, tidak dibatasi waktunya, dapat diserahkan 
dengan cepat maupun lambat, milik sendiri, diketahui, maksudnya penjual 
dan pembeli mengetahui zat, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas, sehingga 
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antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.
6
 Syarat-syarat nilai 
tukar adalah harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, 
boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti 
pembayaran dengan cek dan kartu kredit, apabila jual beli itu dilakukan 
dengan saling mempertukarkan barang (al muqayadah) maka barang yang 
dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara’.7 
Apapun yang berlaku, jika membawa kepada perbuatan maksiat 
adalah dilarang oleh islam. Atau kalau ada sesuatu yang bermanfaat bagi 
umat manusia, tetapi dia itu satu macam daripada kemaksiatan, maka 
membeli atau memeprdagangkannya hukumnya haram misalnya: babi, arak, 




Sejalan dengan perkembangan zaman yang ada, barang yang 
diperjual belikan beraneka ragam. Dari barang yang menjadi barang 
kebutuhan pokok, sampai pada barang-barang yang menjadi pelengkap saja. 
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Yusuf Al-Qadhawi. Halal dan Haram Dalam Pandangan Islam Jilid I. (Surabaya: 




Bahkan barang yang rusak dan tidak dapat diambil lagi manfaatnya lagi oleh 
pemiliknya, juga diperjual belikan oleh masyarakat. Seperti jual beli barang 




Wahbah Zuhaili mengatakan: 
عيبلا نكااذ  ا دوقعلما هيلع ام اموقتملا رمح  أز  أزدوووم ,لىعارودقم اةيملست  ولعم ام نيدقاعلل,لم قلعتي هب 
قح يرلخا ,لمو هني هنع عشرلا
10
 
Barang yang diperjual belikan harus bersih, bermanfaat, bisa 
diserahkan, milik penjual, diketahui jumlah, dan sifatnya oleh kedua 
pihak. 
Dari pernyataan di atas Wahbah Zuhaili menerangkan lebih lanjut 
yaitu hendaknya bersih, bermanfaat, bisa diserahkan, barang itu dimiliki 
sendiri. Artinya terpelihara dan berada di bawah otoritas seseorang. Dengan 
demikian tidak sah jual beli barang yang bukan milik seseorang, seperti 
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menjual rumput meskipun berada di kawasan yang dimiliki orang tertentu. 
Adapun barang yang bukan milik penjualnya maka bukan syarat transaksi.
11
 
Di dalam al-Qur’an tidak ada larangan terhadap jual beli barang 
rongsokan atau barang yang sudah rusak, akan tetapi terjadi pertentangan di 
kalangan Imam Mazhab. Menurut Imam Malik, jual beli barang yang sudah 
rusak tidak diperbolehkan oleh syari’at Islam. Dalam riwayatnya disebutkan 
bahwa memperjual-belikan barang yang sudah rusak hukumnya adalah 
makruh. Sedang menurut Abu Hanifah, memperjual-belikan barang yang 
sudah rusak diperbolehkan oleh syari’at. Tentang hukum memasang harga 
bagi barang yang sudah rusak, maka Asy-Syaukani berpendapat bahwa bagi 
yang mengharamkan memperjual-belikannya berarti tidak wajib memasang 




Jual beli barang rongsokan yang dilakukan di Desa Pem.  Sei. Baru 
terdapat dua jenis transaksi yakni sistem borongan dan sistem jual beli secara 
umum (kiloan). Sistem borongan yaitu pemulung membawa barang 
                                                          
11
Ibid., hlm. 65-66. 
 
12
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid XII, Terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT. 




rongsokan dalam karung, di dalam karung tersebut terdapat botol-botol, 
kardus, kaleng, plastik, alat-alat rumah tangga, kertas, seng, dan lain-lain 
yang dihargakan sama yaitu harga per karungnya Rp 5.000 atau lebih. 
Padahal barang rongsokan tersebut jika dijual secara terpisah mempunyai 
nilai jual yang berbeda dan lebih tinggi misalnya harga satu kilogram kardus 
Rp 1700, alat-alat rumah tangga (seperti panci) Rp 15.000. Adapun yang 
kedua adalah sistem jual beli barang rongsokan secara umum (kiloan) yaitu 
pemulung membawa barang rongsokan sudah dalam keadaan telah 
diklasifikasikan, dan kemudian ditimbang dan ditentukan harganya. 
Proses jual beli tersebut terlihat janggal yaitu apakah seimbang dengan 
harga atau tidak. Keadaan seperti ini akan menimbulkan dua kemungkinan 
yaitu pemilik barang yang dirugikan, karena ternyata barang tersebut 
melampaui dari harga yang ditaksir, dan dapat pula si pembeli yang rugi 
karena bisa saja adanya kecurangan yang tidak diinginkan. Allah SWT 
berfirman dalam al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 29: 
اَه ُّي
َ
أ ََٰٓي  َي  
لَّذِ
ٱ     نُ  َأۡ َ   نُ 










و نُ َاو َ      َ
أۡ




  إ 




ووٓ نُ نُت أۡقَت 
َ
 َو ۡۚ أۡ نُ    ا ٖضوََر  َ لَّذِٱ  اٗمي  َحر أۡ نُ    َنَكَ  
“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta 
sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan 




kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu.” 13 
 
Penjual barang rongsokan di Desa Pem. Sei. Baru ialah anak-anak 
kecil hingga orang dewasa. Kemudian obyek barang yang diperjual belikan 
adalah barang yang sudah rusak dan sudah tidak dapat diambil manfaatnya, 
bahkan barang tersebut sudah tidak terjamin lagi kebersihannya. Padahal 
syarat jual beli dalam Islam di antaranya adalah berakal, dan barang yang 
diperjual belikan adalah barang yang bermanfaat dan bersih (suci). Barang 
rongsokan yang diperjual belikan di Desa Pem. Sei. Baru terdiri dari plastik, 
atum, kertas, besi, tembaga, logam, kuningan, kertas, kardus, kabel, botol-
botol bekas minuman, televisi, sepeda, peralatan rumah tangga (seperti: 
panci, wajan, kulkas, magicom, setrika, dan lain-lain), dan lain-lain. 
Dari pernyataan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji 
masalah tersebut secara mendalam ke dalam skripsi yang berjudul “HUKUM 
JUAL BELI BARANG RONGSOKAN DALAM PERSPEKTIF WAHBAH AZ-
ZUHAILI (Studi  Kasus Desa Pematang Sei. Baru Kec. Tanjung Balai Kab. 
Asahan)” 
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B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok 
permasalahan dalam skripsi ini adalah: 
1. Bagaimana praktek jual beli barang rongsokan menurut perspektif 
Wahbah Zuhaili?  
2. Bagaimana praktek jual beli barang rongsokan di Desa Pematang Sei. 
Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan? 
3. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Pematang Sei. Baru Kec. 
Tanjung Balai Kab. Asahan terhadap jual beli barang rongsokan? 
 
C. Tujuan Penelitian  
 Tujuan penelitian yang terdapat dalam penulisan skripsi ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui serta mendeskripsikan praktek jual beli barang 
rongsokan di Desa Pematang Sei. Baru Kec. Tanjung Balai Kab. 
Asahan.  
b. Untuk mengetahui praktek jual beli barang rongsokan di Desa 





D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna 
untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, 
memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan 
diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 
pengembangan studi hukum Islam pada umumnya dan khususnya 
bagi penelitian selanjutnya dalam bidang praktik jual beli barang 
rongsokan sebagai bahan koreksi guna penelitian selanjutnya agar 
lebih terarah. 
2. Manfaat Praktis  
1) Bagi Penjual Barang Rongsokan  
Menciptakan pengetahuan bagi penjual barang rongsokan agar 
memahami transaksi praktik jual beli barang rongsokan secara 
hukum Islam.  
2) Bagi Pembeli Barang Rongsokan  
Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi 




khususnya dalam jual beli barang rongsokan dapat menerapkan 
hukum Islam yang berlaku seperti tanpa adanya unsur penipuan.  
 
E. Keranga Teoritis 
Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menguraikan serangkaian 
tinjauan pustaka yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan-
permasalahan di atas menurut hukum Islam.  
Meskipun masalah jual beli sudah dijelaskan dalam al-Qur’an dan 
Hadis, namun masalah jual beli barang rongsokan merupakan masalah yang 
baru yang perlu diadakan pengkajian, karena memang secara rinci belum 
disebutkan di dalam al-Qur’an dan Hadis.  
Buku yang berjudul Fikih Sunnah Jilid 12 karangan Sayyid Sabiq 
yang menjelaskan bahwa salah satu syarat dari barang yang di perjual belikan 




Adapun dalam penelitian ini penulis sama-sama menjelaskan syarat 
sah jual beli serta hukum kebolehan memperjual belikan barang yang sudah 
rusak.  
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Buku yang berjudul Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh 
Muamalat) karangan M. Ali Hasan menjelaskan tentang transaksi-transaksi 
dalam jual beli yang sesuai dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Di dalam 
buku tersebut jual beli sah atau tidaknya dibagi menjadi tiga bentuk, yakni 
jual beli yang sahih,  jual beli yang batil, dan jual beli yang fasid. Adapun jual 
beli yang sahih adalah jual beli yang disyari’atkan, memenuhi rukun atau 
syarat yang ditentukan. Jual beli yang batil adalah jual beli yang salah satu 
atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan 
sifatnya tidak disyari’atkan. Jual beli yang fasid adalah jual beli yang sesuai 
dengan ketentuan syara’ asal atau pokok (syarat dan rukun) tetapi tidak 
sesuai dengan ketentuan syara’ pada sifatnya.15 Dalam penelitian ini penulis 
sama-sama menjelaskan transaksi yang sesuai dan tidak sesuai dengan 
hukum islam.  
Buku yang berjudul al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh jilid V, karangan 
Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa salah satu syarat jual beli adalah 
barang yang diperjual belikan harus bersih, bermanfaat, bisa diserahkan, 
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milik penjual diketahui jumlah, dan sifatnya oleh kedua pihak.
16
 Dalam 
penelitian ini penulis sama-sama menjelaskan syarat sah jual beli, barang 
yang diperjual belikan diketahui jenis, jumlah, dan sifatnyanya oleh kedua 
belah pihak, adapun perbedaan yaitu dalam penelitian ini belum 
diketahuinya jenis, jumlah, dan sifatnya oleh kedua belah pihak. Buku yang 
berjudul Fiqh Islam karangan Sulaiman Rasjid menyebutkan bahwa syarat-
syarat jual beli adalah suci bendanya, ada manfaatnya, barangnya dapat 
diserahkan, barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan 
yang diwakilkan atau yang mengusahakan. Barang tersebut diketahui oleh si 
penjual dan si pembeli baik zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya 
jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.
17
 Dalam 
penelitian ini penulis sama-sama menjelaskan syarat sah barang yang dijual 
belikan, adapun perbedaannya yaitu barang yang diperjual belikan belum 
diketahui kesuciannya, tidak ada manfaatnya, dan belum diketahui 
ukurannya.  
                                                          
16
Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh (Jakarta: Gema Insani, 2006), 
hlm. 65-66.  
  
17




Buku yang berjudul Fiqh Muamalat karangan Abdul Rahman Ghazaly, 
dkk menyebutkan bahwa salah satu syarat orang yang berakad (penjual dan 
pembeli) adalah berakal, oleh karena itu jual beli yang dilakukan anak kecil 
yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.
18
 Dalam penelitian 
ini penulis sama-sama menjelaskan tentang hukum jual beli yang dilakukan 
oleh anak kecil. 
Dengan demikian, meskipun sudah ada penelitian yang membahas 
mengenai jual beli barang rongsokan namun pada penelitian disini terdapat 
perbedaan. Adapun yang membedakan dengan apa yang diteliti dalam 
skripsi penulis dari penelitian sebelumnya adalah selain dari segi tempat, 
skripsi ini membahas tentang boleh atau tidaknya jual beli barang rongsokan 
menurut hukum Islam, adanya sistem borongan, serta penjual anak kecil. Hal 
inilah yang mendorong penulis tertarik lebih jauh tentang kajian ini.  
Selanjutnya, dari hal-hal di atas masalah yang berkaitan langsung 
tentang judul skripsi yang penulis buat yaitu: “HUKUM JUAL BELI  BARANG 
RONGSOKAN  DALAM  PERSPEKTIF  WAHBAH AZ-ZUHAILI (Studi  Kasus 
Desa Pematang Sei. Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan)” bahwa dalam 
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skripsi ini penulis akan meneliti praktik jual beli barang rongsokan, akad yang 
terjadi dalam kegiatan jual beli barang rongsokan yang dilakukan oleh anak 
kecil. Kemudian penulis ingin mengetahui apakah praktik jual beli barang 
rongsokan di Desa Pematang Sei. Baru telah sesuai atau belum menurut 
hukum Islam.  
 
F. Hipotesis 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat memberikan 
kesimpulan bahwa hukum jual beli barang rongsokan tidak boleh, apabila 
barang tersebut tidak dapat diambil manfaatnya. Namun apabila barang 
tersebut dapat diambil manfaatnya maka diperbolehkan. 
 
G. Metodologi Penelitian 
Adapun metodologi penelitian yang penyusun gunakan adalah 
sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu 
penelitian yang di lakukan langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh 




mengenai praktik jual beli barang rongsokan di Desa Pematang Sei. Baru 
Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan. 
2. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah dreskripstif 
analitik. dreskripstik analitik secara singkat memiliki tujuan untuk memberikan 
gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. 
Penyusun akan meninjau mengenai permasalahan dalam praktek jual beli 
barang rongsokan di Desa Pematang Sei. Baru Kec. Tanjung Balai Kab. 
Asahan. 
3. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini di lakukan di Desa Pematang Sei. Baru Kec. 
Tanjung Balai Kab. Asahan. 
4. Analisis Penelitian  
Analisis penelitian dengan menggunakan miles and huberman yaitu 







5. Rencana Waktu Penelitian 
Rencana waktu Penelitian dalam proses penyusunan skripsi ini 
berkisar dua bulan yakni mulai dari tahapan wawancara lanjutan dan materi 
lapangan lainnya  pencarian bahan pustaka hingga tahap bimbingan skripsi. 
6. Metode Pendekatan 
Penelitian ini adalah suatu penelitian yang menggunakan cara 
wawancara kepada pihak-pihak yang dianggap berkompetensi untuk 
memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian di 
tambah dengan literatur-literatur yang berkenaan dengan penelitian ini. 
 
H. Sistematika Pembahasan  
Untuk mempermudah dalam memahami penulisan skripsi ini, maka 
skripsi ini disusun dalam beberapa bab yang masing-masing terdiri dari sub-
sub bab. Lebih jelasnya sistematika penulisan skripsi ini penulis uraikan 
sebagai berikut:  
Bab I merupakan Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, 
penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah 




Bab II membahas tentang konsep jual beli dalam Islam, yang 
mencakup pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat-syarat 
jual beli, macam-macam jual beli dan hikmah jual beli.  
BAB III menjelaskan tentang gambaran umum desa Pematang Sei baru 
seperti letak geografis dan demografis, struktur pemerintah, pendidikan, ekonomi, 
kondisi keagamaan, dan praktek jual beli barang bekas di desa Pematang Sei. Baru. 
Bab IV membahas tentang analisis hukum Islam terhadap praktek jual 
beli barang rongsokan di Desa Pematang Sei. Baru Kec. Tanjung Balai Kab. 
Asahan meliputi subyek barang rongsokan, obyek barang rongsokan, dan 
cara pelaksanaan barang rongsokan.  
Bab V berisi bagian akhir dari pembahasan skripsi ini berupa penutup 







  20 
BAB II 
LANDASAN TEORITIS TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM 
 
A. Pengertian Jual Beli 
Jual beli dalam Bahasa Arab disebut dengan al-ba‟i yang secara 
bahasa berarti menukar atau menjual,
19
 sedangkan menurut istilah syara‟ jual 
beli adalah pertukaran harta atas dasar suka rela, atau memindahkan milik 
dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan.
20
 
Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, jual beli 
adalah suatu proses dimana seorang penjual menyerahkan barangnya 
kepada pembeli setelah mendapatkan persetujuan mengenai harga barang 
tersebut, kemudian barang tersebut diterima oleh pembeli, dan penjual 
memperoleh imbalan dari harga yang telah diserahkan dengan dasar saling 
melakukan ijab qabul yang sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan. 
Menurut Mazhab Imam Syafi’i, jual beli dalam arti bahasa adalah 
tukar menukar yang bersifat umum, sehingga masih bisa ditukar dengan 
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barang yang lain, seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang 
yang bermanfaat. 
Lebih jauh Mazhab Imam Syafi’i menambahkan bahwa dalam arti jual 
beli itu mengandung unsur ma‟awwadah, artinya tukar menukar sesuatu 
yang bersifat materi. Dengan adanya unsur ma‟awwadah tersebut maka 
saling membalas dengan perbuatan yang baik, seperti menjawab salam 
bukan termasuk jual beli meskipun dalam arti bahasa, sehingga yang 




Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar menukar 
sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan sendiri adalah 
akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar adalah salah satu 
pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang diturunkan oleh pihak 
lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan 
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B. Dasar Hukum Jual Beli 
Dasar hukum adalah tempat dimana seseorang berpijak, menggali, 
menemukan, dan mengambil suatu ketentuan hukum yang diperlukan. 
Sumber hukum tersebut merupakan sesuatu yang menjadi dasar atau dalil 
didalam menentukan suatu ketetapan hukum. Jual beli sebagai sarana tolong 
menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat 
dalam Alqur’an dan sunah Rasulullah saw. 
a. Al-Qur’an 
Al-Baqarah ayat 275: 
 لَّذِ َح
َ
 َو نُ لَّذِٱ   َ أۡيَ
أۡ
ٱ  َم لَّذِرََحو  ۡۚ
اْ
و    َ  رٱ   
“...padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba...”23 
An-Nisaa’ ayat 29: 
اَه ُّي
َ
أ ََٰٓي  َي  
لَّذِ
ٱ     نُ  َأۡ َ   نُ 










و نُ َاو َ      َ
أۡ




  إ 




ووٓ نُ نُت أۡقَت 
َ
 َو ۡۚ أۡ نُ    ا ٖضوََر  َ لَّذِٱ  اٗمي  َحر أۡ نُ    َنَكَ  
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan 
                                                          
23





janganlah kamu membunuh dirimu: Sesunguhnya Allah adalah maha 
penyayang kepadamu”24 
 
Inilah beberapa ayat Alqur’an yang dijadikan sebagai dasar hukum 
kebolehan jual beli. Sebagaimana terlihat dalam sebagian ayat di atas Allah 
juga mengajarkan kepada orang-orang mukmin untuk selalu memenuhi 
janjinya (perikatan), dan juga mengatakan halalnya jual beli dan haramnya 
riba, tetapi tidak menerangkan perikatan mana yang dilarang (haram) dan 
perikatan yang diperbolehkan (sah atau halal). Semua ini dijelaskan melalui 
Hadis-Hadis Nabi saw., karena semua sumber hukum Islam saling berkaitan 
antara satu dengan yang lainnya. 
b. Sunnah 
Dalam Hadis Rasulullah saw. disebutkan tentang diperbolehkannya 
jual beli, di antaranya: 
لئ س سُو سُ رَ   اللهِ ىرَل رَص    اللهِي ٍرَل رَ   رَ لَّل رَ رَ   ىُّ رَ   اللهِ اْ رَل اْ   سُ رٍَ اْ رَ  واق  : سُ رَ رَ  
 لَّل    اللهِ سُ   اللهِ اللهِذرَ ٍاللهِ   ىُّ سُ رَ   عٍ ٍاْ رَ   عٍ اْ سُلاْ رَ .      ذ ح  يححص    اح
25
 
“Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam ditanya, “Wahai Rasulullah, 
mata pencaharian apakah yang paling baik?”Beliau bersabda, 
“Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual 
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Ijma‟ adalah kebulatan pendapat para fuqaha mujtahidin pada suatu 
masa atas suatu hukum sesudah masa Rasulullah saw. yaitu masa para 
sahabat maupun generasi sesudahnya. Ijma’ merupakan salah satu sumber 
hukum Islam yang memiliki posisi kuat dalam menetapkan hukum dari suatu 
peristiwa, bahkan telah diakui luas sebagai sumber hukum yang menempati 
posisi ketiga dalam hukum Islam. Dengan kata lain, apabila terjadi suatu 
peristiwa yang memerlukan ketentuan hukum yang tidak ditemukan dalam 
kedua sumber sebelumnya (Alqur’an dan hadis), kemudian para mujtahid 
mengemukakan pendapatnya tentang hukum suatu peristiwa dan disetujui 
atau disepakati oleh para mujtahid lain, maka kesepakatan itulah yang 
disebut Ijma‟.26 
Landasan jual beli dalam Ijma‟, para ulama sepakat jual beli 
diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi 
kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan 
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atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan 




Adapun hukum asalnya muamalah dibolehkan, hal ini sebagaimana 
dalam sebuah kaidah bidang muamalah yaitu: 
 صلا  ًف تلا اع    ن لا ةحا ءلا  وذٌ  ٍ د ىل  ة ٌلحج 28  
Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh 
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. 
Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah adalah 
boleh dilakukan, seperti jual beli, gadai, sewa menyewa, kerja sama, 
perwakilan, dan lain-lain yang memang sudah ada dalil yang 
mengharamkannya.  
Dari ayat Alqur’an, Hadis, Ijma‟ dan Qiyas tersebut di atas, dapat 
diketahui bahwa jual beli diperbolehkan (dihalalkan oleh Allah) asalkan 
dilakuakan dengan saling rela anatara penjual dan pembeli.  
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1) Hukum jual beli menjadi wajib pada saat darurat atau terpaksa yang 
sangat membutuhkan sekali terhadap makanan atau minuman 
sedangkan ia mampu untuk melakukan jual beli. 
2) Hukum jual beli menjadi haram, jika memperjual belikan sesuatu yang 
diharamkan oleh syara‟ seperti menjual babi, khamar dan lain-lain. 
3) Jual beli hukumnya sunat apabila seseorang bersumpah untuk tidak 
menjual barang yang tidak membahayakan, maka melaksanakan yang 
demikian itu sunat. 
4) Jual beli dihukumi makruh, apabila transaksi dilakukan pada saat 
sesudah dikumandangkan azan jumat, kemudian masih melakukan 
jual beli. 
5) Pada dasarnya jual beli itu selalu sah jika dilakukan atas dasar suka 
sama suka di anatara keduanya. Adapun asas suka sama suka ini 
menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar 
pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini 
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dapat berarti kerelaan melakuakan bentuk muamalah, maupun 
kerelaan dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan 
objek perikatan dan bentuk muamalah lainnya.
30
 
Ulama sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah boleh 
(dibenarkan) sejak zaman dahulu hingga sekarang. Dengan demikian, dalam 
perkembangannya mengalami beberapa perubahan bentuk atau model jual 
beli yang membutuhkan pemikiran (ijtihad) dikalangan ulama. 
 
C. Rukun dan Syarat Jual Beli 
Jual beli dianggap sudah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan 
syaratnya. Rukun merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam setiap 
perbuatan hukum, sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dari setiap 
perbuatan hukum.  
Rukun jual beli ada tiga : 
a. Orang yang mengadakan akad (penjual dan pembeli) 
b. Barang yang diadakan 
c. Sighat31 
                                                          
30
Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Yogyakarta: Raja Wali Press, 2014), hlm 
114. 
31




Dalam hal ini, Ibnu Rusyd menerangkan bahwa rukun jual beli ada 




Sedangkan, Jumhur Ulama menerangkan bahwa rukun jual beli ada 4 
(empat) yaitu: 
a) Ada orang yang berakad atau al-muta‟aqidain (penjual dan pembeli) 
b) Ada shigat (lafal ijab dan qabul) 
c) Ada barang yang dibeli 
d) Ada nilai tukar pengganti barang33 
Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tiap-
tiap rukun jual beli itu pada dasarnya sama, yaitu: 
a. Adanya Al-muta‟aqidaini (penjual dan pembeli) 
Dalam transaksi jual beli terdapat dua pihak (sebagai subyek) yaitu 
orangorang yang menjualdan orang yang membeli dalam istilah fiqh disebut 
almuta‟aqidaini.  
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Sayyid Sabiq berpendapat untuk orang yang melakuakan akad 
disyaratkan berakal dan dapat membedakan (memilih). Akadnya orang gila, 
mabuk dan anak kecil tidak sah, karna tidak dapat membedakan (memilih). 
Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa, orang yang melakukan akad 
jual beli harus memenuhi syarat. Pertama, berakal, sedangkan Jumhur Ulama 
berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli ini harus baligh dan 
berakal. Apabila orang yang berakad itu hanya mumayyiz, maka jual belinya 
tidak sah, walaupun mendapat izin dari walinya. Kedua, yang melakukan itu 
adalahorang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam 
waktu bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.  
Jumhur Ulama mensyaratkan orang yang melakukan akad harus 
bebas memilih dalam menjual belikan kekayaan, dan jika ada unsur 
pemaksaan tanpa hak, maka jual beli tersebut tidak sah.
34
  
Dengan demikian, syarat penjual dan pembeli adalah: 
1) Harus mumayyiz dan berakal, tidak gila atau masih bodoh, dan 
mengerti perbuatan baik dan buruk. 
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2) Harus saling suka sama suka, tidak saling mempengaruhi antara 
kedua-duanya sehingga tidak menimbulkan unsur paksaan dalam 
melaksanakan akad jual beli. 
3) Harus orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat 
bertindak sekaligus sebagai penjual dan pembeli. 
b. Al-Ma‟qud Alaih (Uang dan Barang Yang Dijanjikan) 
Disamping adanya pihak-pihak yang melakukan jual bel, maka 
perjanjian jual beli dianggap telah terjadi apabila terdapat objek yang menjadi 
tujuan diadakannya jual beli, tegasnya harus ada uang (harga) dan barang 
yang di perjual belikan. Al-Ma‟qud Alaih disyaratkan sebagai berikut: 
1) Suci Barang dan Harganya 
Setiap barang yang dijual belikan harus suci. Dengan demikian 
tidak sah menjual belikan barang-barang najis seperti khamar, 
bangkai, babi dan lain-lain. Akan tetapi Mazhab Hanafi dan 
Zhahiri mengecualikan barang yang dinilai halal untuk dijual, 
seperti menjual kotoran/sampah yang mengandung najis untuk 
keperluan perkebunan, bahan bakar dan pupuk tanaman, juga 




dimakan dan diminum. Oleh sebab itu, menjual belikan barang 




2) Dapat diambil manfaatnya 
Pada asalnya sesuatu yang ada di bumi ini bermanfaat. Suatu 
bendadipandang tidak bermanfaat jika telah ditegaskan dalam 
nash atau dengan hasil penelitian ilmiah menunjukan bahwa 
barang tersebut berbahaya, racun, ganja, candu, dan sebagainya, 
Maka menjualnya pun hukumnya dilarang. 
3) Milik orang yang berakal 
Pemilik dimaksudkan di sini adalah barang yang akan diperjual 
belikan adalah milik orang yang melakukan akad. Oleh karena itu, 
barang yang belum dimiliki tidak boleh diperjual belikan, seperti 
memperjual belikan ikan di dalam laut, emas dalam tanah, karena 
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4) Dapat diserah terimakan 
Barang yang telah dijadikan objek jual beli disyaratkan dapat 
diserah terimakan. Oleh karena itu barang yang menjadi objek jual 
beli harus memiliki wujud, sifat, dan harganya agar tidak terjadi 
hal-hal yang tidak diinginkan. Sehubungan dengan prinsip ini 
maka barang yang diakadkan harus dapat dihitung, waktu 
penyerahan. Apabila barang tersebut tidak dapat dihitung waktu 
penyerahannya, maka tidak sah dijual belikan seperti ikan yang 
berada di dalam laut. 
5) Dapat diketahui dengan jelas 
Kedua belah pihak yang mengadakan akad harus mengetahui 
keberadaan barang yang dijadikan objek jual beli, baik bentuk, 
keadaan, wujud, maupun jenisnya. Hal tersebut untuk menjaga 
agar tidak terjadi persengketaan diantar kedua belah pihak. 
Untuk mengetahui wujud barangnya cukup dengan 
menyaksikan bagi barang yang tidak diketahui jumlahnya, 
kemudian untuk barang yang dapat dihitung, ditukar, dan 




untuk kedua belah pihak, sedangkan bagi barang yang tidak ada di 
majelis akad, maka cukup menyebutkan syarat, kriteria barang 
tersebut terperinci dengan jelas. Jika barang tersebut sesuai dengan 
informasi, jual beli menjadi sah, sebaliknya jika barang tidak sesuai 




6) Barang dikuasai atau di tangan 
Di samping syarat-syarat di atas, maka barang yang 
diperjualbelikan harus di tangan (dikuasai) 
c. Akad (Ijab dan Qabul) 
Selain Almuta‟ aqidaini dan Ma‟qud „Alaih, rukun jual beli yang lain 
adalah akad, yaitu segala sesuatu yang menunjukan atas kerelaan kedua 
belah pihak yang melakukan jual beli, baik itu ijab atau qabul. Khusus untuk 
barang yang kecil, tidak perlu dengan ijab dan qabul cukup dengan saling 
memberi sesuatu dengan adat kebiasaan yang baik. Ijab adalah pernyataan 
dari pihak yang menjual kepada pembeli, sedangkan qabul adalah ucapan 
                                                          
37




pembeli yang menunjukan bahwa ia telah membeli, akan tetapi hal ini biasa 
terbalik, seperti ijab dari pembeli qabul dari penjual. 
Ijab qabul tidak harus dengan lisan, tetapi juga dapat dituliskan, 
bahkan dapat juga dengan isyarat bagi orang bisu. 
Dalam setiap bentuk muamalah yang di dalamnya menimbulkan 
adanya perpindahan milik diperlukan adanya ijab qabul, karena ia menjadi 
bukti adanya kerelaan masing-masing pihak yang mengadakan akad. Dalam 
ijab qabul harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
1) Satu sama lain harus saling bertatap muka dalam satu tempat tanpa 
penghalang yang merusaknya ketika melakuakan sighat. 
2) Adanya kesepakatan ijab dan qabul pada barang yang saling mereka 
relakan berupa barang yang dijual berikut harganya. Jika sekiranya 
kedua belah pihak tidak sepakat, maka jual belinya tidak sah. 
3) Pernyataan harus menunjukan masa lalu seperti perkataan penjual 
“aku telah jual” dan perkataan pembeli “aku sudah terima” atau masa 
sekarang jika yang diinginkan pada waktu itu juga seperti “aku 




Adapun syarat jual beli sangatlah banyak, terkadang dua orang yang 
melakuakan jual beli atau salah satunya membutuhkan satu syarat atau lebih 
untuk melakukan transaksi jual beli, maka dari itu ahli fikih mendefinisikan 
bahwa yang disebut syarat dalam jual beli adalah komitmen yang dijalani 
antara salah satu dari beberapa pihak yang mengadakan transaksi dengan 
lainnya untuk mengambil manfaat dari barang tersebut.  
Menurut mereka, sebuah syarat dalam jual beli tidak dianggap 
berlaku, kecuali jika tidak disebutkan dalam inti akadnya. Dengan demikian, 
tidak dianggap sah sebuah syarat yang disebut sebelum akad atau setelah 
akad dibuat. 
Adapun transaksi itu baru dinyatakan terjadi apabila terpenuhi syarat-
syarat jual beli, yaitu: 
1) Adanya kedua belah pihak yang melakuakan transaksi jual beli 
2) Adanya sesuatu barang yang dipindah tangankan dari pihak penjual 
dan pihak pembeli 





Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli 
adalah: 
1) Agar tidak terjadi penipuan, maka keduanya harus berakal sehat dan 
dapat membedakan (memilih) 
2) Dengan kehendaknya sendiri, keduanya saling merelakan (ridha) tidak 
ada pemaksaan. 
3) Dewasa (Sudah Baligh) 
Syarat-syarat dalam jual beli dibagi menjadi dua, yaitu syarat yang sah 
dan syarat yang tidak sah. Syarat sah adalah syarat yang tidak bertentangan 




Syarat sah dalam jual beli, bentuknya berupa syarat yang diajukan 
oleh salah satu pihak dari dua pihak yang melakukan akad jual beli kepada 
pihak lainnya guna mendapatkan suatu manfaat, pada hal-hal yang 
diperbolehkan dalam syara’, seperti jika seorang pembeli mensyaratkan 
rumah yang akan dibelinya  harus sampai jatuh tempo tertentu, atau 
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meminta syarat agar barang yang dibelinya dibawa dengan hewan atau 
dengan kendaraan sampai tempat tujuan.  
Kedua, syarat yang tidak sah adalah sayarat yang rusak sejak 
awalanya seperti salah satu pihak mengajukan syarat kepada pihak yang lain 
dalam suatu akad, seperti seorang penjual mengatakan, “saya jual barang ini 
dengan syarat anda menyewakan rumah anda”. Syarat ini dianggap rusak 




D. Jenis-Jenis Jual Beli dalam Islam 




1. Jual beli salam (pesanan), yaitu jual beli melalui pesanan dengan cara 
menyerahkan terlebih dahulu uang muka, kemudian barangnya 
diantar belakangan. 
2. Jual beli muqayadhah (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar 
barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu. 
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3. Jual beli muthlaq, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah 
disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang. 
4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang 
biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, 
seperti uang perak dan uang kertas. 
Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Jika ditinjau dari segi 
hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan 
batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan pelaku jual beli.  
Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat 
dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli itu ada tiga 
macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-
sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada.
41
 
Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad 
jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan 
pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, 
seperti membeli beras dipasar. 
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Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli 
salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual 
beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan 
barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah 
perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa 
tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.  




a. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin 
dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, 
ditimbang, maupun diukur; 
b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi 
dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut 
berupa kapas, sebutkan jenis kapasnya, kalau kain, sebutkan jenis 
kainnya. Pada intinya sebutkan semua identitas yang dikenal oleh 
orang-orang yang ahli dibidang ini yang menyangkut kualitas barang 
tersebut; 
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c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa 
dipasarkan; 
d. Harga hendaknya dipegang ditempat akad berlangsung. 
Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli 
yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih 
gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau 
barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. 
Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak 
diperbolehkan, seperti penjualan buah anggur dan apel serta yang lainnya 
yang berada didalam tanah adalah batal, sebab hal tersebut merupakan 
perbuatan gharar, sebagaimana Rasulullah saw. bersabda: 
 اْ رَ       رَل رَ سُ   لَّنرَ   ًاللهِ  لَّل   ىلص   يٍل   ل   :ًرَهرَن  اْ رَ   اللهِ ٍاْ رَن  رًل رَ رَل    لَّىح رَح  سُذٍاْ رَ  
 رَلا رَص رَ  ارَه سُص ىرَهرَن  اللهِ اللهِاارَ    عارَح سُ   رَ       ا ج   ة  لاإ لح   يز  
43
 
Bahwasanya Nabi saw melarang kita menjual buah-buahan sebelum 
nyata baiknya. Larangan tersebut berlaku terhadap si penjual dan si 
pembeli. 
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Golongan Malikiyah beranggapan bahwa gharar yang terdapat dalam 
salam sangat besar bila barang yang dipesannya belum ada contohnya pada 
saat transaksi dan seakan-akan hal ini menyerupai jual beli barang yang 
belum pernah terjadi, sekalipun salam itu sudah ditentukan barangnya. 
Tetapi, barang pesanan ini berada dalam jaminan. Oleh karenanya, hal itu 
berbeda dengan jual beli barang yang belum pernah terjadi.
44
 
Para ulama sepakat bahwa salam itu hanya berlaku pada barang yang 
berada dalam jaminan, tidak berlaku pada barang yang ditentukan ditempat 
tertentu. Akan tetapi, Imam Malik memperbolehkan salam pada barang yang 
berada didaerah tertentu asalkan terjamin keamanannya. Seakan-akan beliau 
menganggap jaminan keamanan ini serupa dengan jaminan pengganti.
45
 
Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga 
bagian, yaitu dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad 
yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan 
orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat merupakan pembawaan alami 
dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah 
maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.  
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Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau 
surat menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via 
pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak 
berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli 
seperti ini dibolehkan menurut syara‟. Dalam pemahaman sebagian ulama, 
bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli 
salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis 
akad, sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli 
tidak berada dalam satu majelis akad. 
Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan 
istilah mu‟athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul, 
seperti seseorang mengambil sabun yang sudah bertuliskan label harganya, 
dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya 
kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighat ijab 
kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama Syafi‟iyah tentu 
hal ini dilarang, sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian 








Selain jual beli diatas, jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada 
yang dilarang, jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang 
terlarang tetapi sah. 
 
E. Jual Beli yang Terlarang 
Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:
47
 
a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, 
berhala, bangkai, dan khamar, Rasulullah saw. bersabda: 
 اْ رَ   اللهِلاللهِ رَ   سُيلَّنرَ   رَ اللهِ رَ  ً لَّل    لَّ رَص    اللهِيٍاْ رَل رَ   رَ لَّل رَ رَ   رَ سُ رٌَ : لَّناللهِإ    رَ لَّل رَح  رَ ٍرَ  ل رَ رَخ     
 اللهِةرَحسٍُ رَ     اللهِزاْل اللهِخ  رَ  ، اللهِ ارَل اْصلأ  اللهِلٌاْ  رَ ٍاْ اللهِ رَف  سُ رَ ارٌَ  سُو ،   رَثٌاْ رَ رَ رَ   رَ  سُحسُ  ،اللهِةرَحٍاْ رَ     سُيلَّناللهِ رَف 
ىاللهِلاْطسٌُ ارَهاللهِ  ، رَ اْف ىُّ     لَّذ سُ رَ   رَ سُ  ارَهاللهِ  ، رَد سُل سُج    سُ اللهِ اْ رَح اْ رٌَ رَ  ارَهاللهِ  ، سُسارَل    رَوارَ رَف :،رَلا 
 رَ  رَل رَح رَ سُ . لَّ سُ   رَوارَق  سُو سُ رَ     لَّ رَص    اللهِيٍاْ رَل رَ   رَ لَّل رَ رَ   رَذاْل اللهِ   رَ اللهِ رَر . رَ رَحرَق   ،رَد سُهرٍَ    لَّناللهِإ 
  ا رَ رَ   رَ لَّل رَح  رَحرَ  ارَه رَ  ،رَ  سُل رَ رَ   لَّ سُ  ،سُ  سُ ارَ    سُل رَ     سُيرَل رَ رَ .      ة ا ج   
48
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Diriwayatkan dari Jabir, bahwa dia mendengar Nabi saw. bersabda: 
“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan penjualan arak, bangkai, 
babi dan patung-patung. Seseorang berkata: Ya Rasulullah, 
bagaimana pendapat engkau tentang lemak yang diambil dari 
bangkai, karena lemak itu digunakan untuk mengecat kapal-kapal, 
meminyaki kulit dan dijadikan lampu? Nabi berkata: dia itu haram. 
Kemudian Rasulullah saw. bersabda: Mudah-mudahan Allah 
membinasakan orang-orang Yahudi, ketika Allah mengharamkan 
lemak bangkai, mereka mencairkannya, kemudian mereka menjualnya 
dan memakan hasil penjualannya.” 
 
b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba 
jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. Jual beli ini 
haram hukumnya. 
c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. 
Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak 
tampak, kemudian jika anak binatang itu lahir, juga belum dapat 




d. Jual beli dengan muhaqallah, mukhadarah, mulamasah, munabadzah, 
muzabanah.  
Baqalah berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud muhaqallah 
di sini adalah menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau 
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disawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba 
didalamnya.  
Jual beli dengan mukhadarah, yaitu menjual buah-buahan 
yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang 
masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini 
dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin 
saja buah tersebut jatuh tertiup angin kencang atau yang lainnya 
sebelum diambil oleh si pembelinya 
Jual beli mulamasah, yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh, 
misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya 
diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti 
telah membeli kain tersebut. Seperti halnya baju yang terbungkus 
dalam plastiknya atau terbungkus dalam lipatannya, tidak boleh dijual 
sampai baju tersebut dibuka dan dilihat didalamnya, karena jika baju 
tersebut dijual tanpa terlebih dahulu dilihat, maka jual beli tersebut 
dikategorikan sebagai penipuan.
50
 Hal ini dilarang karena 
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mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian 
bagi salah satu pihak. 
Jual beli dengan munabadzah, yaitu jual beli secara lempar-
melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang 
ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada 
padaku.” Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Seperti 
juga ketika seseorang melempar atau menyerahkan pakaiannya 
kepada pihak lain, dan pihak lain juga menyerahkan pakaiannya 
kepada lelaki tersebut tanpa memeriksa barangnya dan masing-masing 
pihak berkata “baju ini dibeli atau ditukar dengan baju itu.”51 Hal ini 
dilarang karena mengandung unsur tipuan dan tidak ada ijab kabul. 
Jual beli dengan muzabanah, yaitu menjual buah yang basah 
dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran 
padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan 
merugikan pemilik padi kering. Seperti halnya memperjualbelikan 
buah zaitun dengan minyak zaitun, ketumbar dengan minyak 
ketumbar, keju dengan mentega juga tidaklah boleh. Disamping itu, 
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pembeli biji-bijian (dan sejenisnya) dengan barang tertentu berasal 
dari hasil olahan biji-bijian tersebut belum dapat diketahui apakah 
yang akan dihasilkan itu berjumlah sedikit ataukah lebih banyak, 
karena itu jual ini dilarang karena termasuk penipuan dan taruhan.
52
 
e. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan. 
Menurut Imam Syafi‟i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang 
pertama seperti seseorang berkata “kujual baju ini kepadamu dengan 
syarat kamu harus menjual tasmu padaku”. 
f. Jual beli dengan syarat (iwadh mahjul), jual beli seperti ini, hampir 
sama dengan jual dengan menentukan dua harga, hanya saja disini 
dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata: “aku jual rumahku 
yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu 
padaku”. 
g. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan 
terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dikolam atau 
menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus, tetapi 
dibawahnya jelek 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM DESA PEMATANG SUNGAI BARU 
 
A. Kondisi Geografi dan Demografi Desa Pematang Sei. Baru 
Desa Pematang Sei baru merupakan desa yang berada di bagian utara 
Pulau Sumatera yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Desa 
Pematang Sei baru berada wilayah administrasi Kecamatan Tanjung Balai, 
Kabupaten Asahan. Konon penamaan Pematang Sei. Baru berarti sungai 
baru menurut bahasa Melayu. Jika dilihat wilayah administratif Desa 
Pematang Sei Baru berada di pinggir sungai besar Sungai Asahan. 
Luas wilayah Desa Pematang Sei Baru adalah ±1100 Ha (seribu 
seratu hektar), dimana 70% (tujuah puluh persen) berupa kebun kelapan dan 
sawit, 20% (dua puluh persen) lahan pemukiman dan 10% (sepuluh persen) 
hutan. Jarak dari Desa Pematang Sei Baru pusat Pemerintahan Kecamatan 6 




 (setengah) jam. 
Iklim di Desa Pematang Sei Baru sebagai mana desa-desa lain di 
wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan curah hujan yang tidak 





Secara geografis, letak desa Pematang Sei Baru adalah sebagai berikut: 
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka; 
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Tanjung Balai; 
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sei Apung; 
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kapias Batu VII. 
Desa Pematang Sei Baru seluruhnya adalah dataran rendah, dengan 
tanah yang selalu tergenang air (rawa) dan sering terendam banjir. Dataran 
Desa Pematang Sei Baru untuk pemukiman dan perkebunan kelapa. Tanah 
di Desa Pematang Sei Baru tidak dapat dijadikan lahan bertani kecuali 
komoditas kelapa dan sawit. 
 
1. Pendidikan 
Pendidikan mempunyai makna sangat penting dalam kehidupan 
manusia, terutama meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Di Desa 
Pematang Sei Baru terdapat beberapa sarana dan prasarana pendidikan, 
dilihat pada tabel berikut ini: 
NO NAMA SEKOLAH JUMLAH 
1 Paud 2 unit 
2 SD Inpres 2 unit 
3 Madrasah Ibtidaiyah Swasta 1 unit 




Dari yang telah penulis peroleh pendidikan di Desa Sei Baru sudah 
mulai merata di kalangan masyarakat, dan hampir semua masyarkat 
terkhusus anak-anak tidak ada yang tidak sekolah, mengingat prasana 
pendidikan di desana Pematang Sei Baru sudah hampir mencukupi, seperti 
pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak kanak (TK), sekolah dasar 
(SD), sekolah menengah pertama (SMP). Walaupun untuk tingkat sekolah 
menengah atas (SMA) belum tersedia di Desa Pematang Sungai Baru, akan 
tetapi masyarakat bisa mendapatkanya di kecamatan. 
Adapun jumlah penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa 
Pematang Sungai Baru, yaitu: 
NO PENDIDIKAN JUMLAH ORANG) 
1 Tidak tamat SD/ Sederajat 850 
2 Tamat SD/ Sederajat 1762 
3 Tamat SMP/ Sederajat 827 
4 Tamat SMA/ Sederajat 512 
5 Tamat D1 35 
6 Tamat D2 32 
7 Tamat D3 35 
8 Tamat S1 29 
 
2. Ekonomi 
Kondisi ekonomi masyarakat pesisir Desa Pematang Sei Baru secara 




dikernakan lapangan kerja yang tidak memadai di desa tersebut. Begitu juga 
kaitannya dengan penjual barang bekas yang hanya bergantung pada 
masyarakat setempat, dan juga sebagian masyarakat hanya menjadikannya 
sebagai kerja sampingan saja. 
Selain itu dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat Desa 
Pematang Sei. Baru tidak didukung dengan lembaga perekonomian seperti 
koperasi ataupun BUMDes. Sehingga masalah permodalan masyarakat 
nelayan atau perkebunan sulit dipenuhi yang mengakibatkan terhambatnya 
keberlanjutan usaha masyarakat. 
 
B. Kondisi Keagamaan di Desa Pematang Sei. Baru 
Banyak ahli menyebutkan agama berasal dari bahasa Sansakerta, 
yaitu “a” yang berarti tidak dan “gama” yang berarti kacau. Maka agama 
berarti tidak kacau (teratur). Dengan demikian agama itu adalah 
peraturan,yaitu peraturan yang mengatur keadaan manusia, maupun 
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Menurut Dradjat agama adalah proses hubungan manusia yang 
dirasakan terhadap suatu yang diyakininya, bahwa sesuatu lebih tinggi dari 
pada manusia, sedangkan Glock dan Stark Mendfenisikan agama sebagai 
sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan system perilaku yang 
terlembaga, yang kesemuanya terpusat pada persoalan-persoalan yang 
dihayati sebagai yang paling maknawi (ultimate Maen Hipotetiking).
54
 
Di Desa Pematang Sei Baru bahwa semua penduduknya beragama 
islam, hal ini dapat kita lihat dari bangunan-bangunan mesjid dan mushalla-
mushalla yang terdapat di Desa Pematang Sei. Baru dan tidak ada dijumpai 
rumah peribatan lainnya selain masjid dan mushalla. 
Jumlah rumah ibadah di Desa Pematang Sei. Baru 
Mesjid  : 3 (tiga) unit 
Mushalla : 5 (lima) unit 
 
C. Praktek Jual Beli Barang Bekas di Desa Pematang Sei. Baru 
Umumnya Penjual barang rongsokan di Desa Pem. Sei. Baru ialah 
anak-anak kecil hingga orang dewasa. Kemudian obyek barang yang 
diperjual belikan adalah barang yang sudah rusak dan sudah tidak dapat 
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diambil manfaatnya, bahkan barang tersebut sudah tidak terjamin lagi 
kebersihannya. Padahal syarat jual beli dalam Islam diantaranya adalah 
Aqidain yaitu orang yang melakukan akad, Shighat dalam akad jual beli 
terdiri dari ijab dan qabul
55
 dan barang yang diperjual belikan adalah barang 
yang bermanfaat dan bersih (suci). Barang rongsokan yang diperjual belikan 
di Desa Pem. Sei. Baru terdiri dari plastik, atum, kertas, besi, tembaga, 
logam, kuningan, kertas, kardus, kabel, botol-botol bekas minuman, televisi, 
sepeda, peralatan rumah tangga (seperti: panci, wajan, kulkas, magicom, 
setrika, dan lain-lain), dan lain-lain. 
Jual beli barang rongsokan yang dilakukan di Desa Pem.  Sei. Baru 
terdapat dua jenis transaksi yakni sistem borongan dan sistem jual beli secara 
umum (kiloan). Sistem borongan yaitu pemulung membawa barang 
rongsokan dalam karung, di dalam karung tersebut terdapat botol-botol, 
kardus, kaleng, plastik, alat-alat rumah tangga, kertas, seng, dan lain-lain 
yang dihargakan sama yaitu harga per karungnya Rp 5.000 atau lebih. 
Padahal barang rongsokan tersebut jika dijual secara terpisah mempunyai 
nilai jual yang berbeda dan lebih tinggi misalnya harga satu kilogram kardus 
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Rp 1700, alat-alat rumah tangga (seperti panci) Rp 15.000. Adapun yang 
kedua adalah sistem jual beli barang rongsokan secara umum (kiloan) yaitu 
pemulung membawa barang rongsokan sudah dalam keadaan telah 
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BAB IV 
ANALISIS TENTANG HUKUM JUAL BELI BARANG RONGSOKAN 
TERHADAP PENDAPAT WAHBAH AZ-ZUHAILI 
 
A. Pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang Hukum Jual Beli Barang Ronsokan 
Agama baik Islam maupun Non-Islam pada esensinya adalah agama 
yang memberikan bimbingan dan ajaran kepada pemeluknya baik ajaran 
moral bagi perilaku manusia ataupun aturan-aturan hukum dalam beribadah. 
Panduan moral tersebut pada garis besarnya bertumpu pada ajaran akidah, 
aturan hukum (syara’) dan budi pekerti luhur (ahlakhul karimah). tampaklah 
bahwa ajaran antara agama (Islam)dan ekonomi terdapat aturan-aturan yang 
mengatur mengenai produksi, distribusi dan konsumsi.
56
 
Adapun pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqih Islam Wa 
Adillatuhu Jilid 6: 
عيبلا نكااذ  ا دوقعلما هيلع ام اموقتملا رمح  أز  أزدوووم ,لىعارودقم اةيملست  ولعم ام 
نيدقاعلل,لم قلعتي هب قح يرلخا ,لمو هني هنع  عشرلا57 
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“Barang yang diperjual belikan harus bersih, bermanfaat, bisa diserahkan, 
milik penjual, diketahui jumlah, dan sifatnya oleh kedua pihak”. 
Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa barang yang diperjual belikan 
itu harus bersih, bermanfaat, bisa diserahkan, barang itu dimiliki sendiri. 
Artinya terpelihara dan berada di bawah otoritas seseorang. 
Allah SWT juga telah melarangnya dalam QS. An-Nisa’ ayat 29 dan 
QS. Al-Baqarah ayat 188. 
QS. An-Nisa’ ayat 29 














و نُ َاو َ      َ
أۡ




  إ 




ووٓ نُ نُت أۡقَت 
َ
 َو ۡۚ أۡ نُ    ا ٖضوََر  يَع ًةَر َج  َن نُ َ  َ لَّذِٱ  َنَكَ 
اٗمي  َحر أۡ نُ    
“Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam 
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. 
Dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sungguh, Allah maha 
Penyayang kepadamu”.58 
 
QS. Al-Baqarah ayat 188 
 
َ











وٓ اَه   
اْ
و نُ ٱ أۡدنُ َو   م لَّذِ نُ
أۡ





 َ  لِ 
  ل  َ أۡا
َ
  أۡي  ا  االَّذِٱ      
أۡ  
أۡ
ٱ  َن نُمَ أۡ َت أۡ نُتن
َ
 َو  
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“Dan janganlah kamu makan harta di antara kau dengan jalan yang 
batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para 
hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta 
orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.59 
 Dari penjelasan ayat diatas dapat dipahami bahwa dalam melakukan 
perniagaan atau jual beli hendaknya berlaku adil kepada sesama dengan cara 
yang dibenarkan oleh syariat Islam, dan tidak melakukan kecurangan seperti 
halnya seseorang yang menjual suatu barang kepada pembeli, namun barang 
yang diperjual belikan tersebut bukan milik sendiri.  
 
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barang Rongsokan 
Untuk mengetahui apakah jual beli barang rongsokan bertentangan 
atau tidak ditinjau dari hukum Islam, maka perlu dikomparasikan dengan 
syarat dan rukun jual beli, yaitu: 
 
1. Orang yang Berakad 
Secara umum al-„aqid (pelaku) jual beli disyaratkan harus ahli dan 
memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti 
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orang lain jika ia menjadi wakil. Pihak-pihak yang berakad harus sudah 
mencapai tingkatan mumayyiz dan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah 
yang dikatakan mumayyiz mulai sejak usia minimal 7 tahun. Oleh karena itu, 
dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum 
mumayyiz, orang gila, dan lain-lain. Sedangkan menurut ulama Syafi‟iyah 
dan Hanabilah mensyaratkan „aqid harus baligh, berakal, mampu 
memelihara agama dan hartanya.
60
  
Untuk yang mencakup mengenai harta kekayaan, diperlukan usia 
yang lebih besar, yaitu usia 12 tahun hingga 18 tahun. Hal ini berdasarkan 
pada pendapat Ibnu Qudama bahwa anak dapat melakukan tindakan yang 
murni menguntungkan pada usia 12 tahun, sedangkan anak yang berusia 




2. Sighat (Lafaz Ijab dan Kabul) 
Sighat akad (ijab dan kabul) adalah sesuatu yang disandarkan dari 
dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati 
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keduanya tentang terjadinya suatu akad. Wahbah al-Zuhaili memberi definisi 
akad dengan makna pertemuan ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara‟ 
yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.
62
 Ijab dan kabul 
merupakan unsur terpenting dari suatu akad karena dengan adanya ijab dan 
kabul, maka terbentuklah suatu akad (contract).
63
  
Menurut jumhur ulama’ fiqh, jika dilihat dari segi keabshahannya akad 
dibagi menjadi dua yaitu : 
a. Akad shahih yaitu akad yang memenuhi syarat dan rukun. Dengan 
demikian, segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad 
tersebut berlaku pada kedua belah pihak. 
b. Akad yang tidak shahih akad yang terdapat kekuranagn pada 
rukun dan syaratnya, sehingga akibat hukum yang timbul tidak 
berlaku bagi kedua belah pihak. 
Para ulama’ berijtihad merumuskan syarat dan rukun dalam jual beli 
sebagaimana yang dirumuskan oleh Imam Taqqiyudin dalam kitab karangan 
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1) Aqidain yaitu orang yang melakukan akad. 
Pada bab sebelumnya, penulis telah menerangkan syarat-syarat 
orang yang melakukan akad diantaranya berakal, baligh, kehendak 
sendiri. Penjual dan pembeli yang melakukan praktek jual beli 
barang rongsokan di Desa Pematang Sei. Baru yang melakukan 
akad tersebut ialah sebagian anak-anak atau belum baligh 
(dewasa) dan sehat akalnya. Selama ini jual beli yang dilakukan 
anak dibawah umur yang belum mumayiz. Jelas terlihat dalam 
praktek jual beli belum memenuhi rukun yang pertama yaitu orang 
yang berakad (Aqid). 
2) Shighat 
Shighat dalam akad jual beli terdiri dari ijab dan qabul. Adapun 
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a. Orang yang melakukan akad harus sudah baliqh dan berakal 
b. Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya pedagang berkata: “saya 
beli barang rongsokan ibu dengan berat 5 Kg dengan harga Rp. 
10.000,00”, lalu penjual berkata “baik saya terima”. 
3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis, maksudnya kedua 
belah pihak dalam satu majlis dan membicarakan hal sama 
mengenai jaual beli. Ulama kontemporer seperti Muhammad 
Azzarqa dan Wahab Zuhaily berpendapat bahwa satu majlis tidak 
bisa diartikan dalam satu tempat, situasi dan kondisi yang sama, 




Untuk menjadi sahnya jual beli menurut hukum Islam maka barang 
yang diperjualbelikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
67
 
a. Suci, tidak boleh menjual belikan barang najis. 
b. Harus ada manfaat atau harus ada manfaat menurut syara’. 
c. Tidak ditaklikkan. 
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d. Tidak dibatasi waktu. 
e. Keadaan barang harus bisa diserahterimakan. 
f. Harus milik sendiri dan telah dimiliki orang lain yang sudah 
mendapat ijin dari pemiliknya. 
g. Harus jelas bentuk, zat dan kadar ukurannya. 
Syarat sah jual beli menurut hukum Islam adalah bahwa barang yang 
diperjualbelikan harus jelas diketahui oleh penjual dan pembeli, baik zat, 
bentuk, kadar dan sifatnya. Sehingga tidak menimbulkan rasa kekecewaan 
diantara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli 
Dalam hukum Islam, pernyataan ijab dan kabul dapat dilakukan 
dengan lisan, tulisan atau surat-menyurat, atau isyarat yang memberi 
pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul dan dapat juga 
berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan kabul. Ijab 
dan kabul dalam jual beli perantara, baik melalui orang yang diutus, maupun 
melalui media tertentu, seperti surat-menyurat, telepon. Ulama fikih telah 








Tujuan yang terkandung dalam pernyataan ijab dan kabul harus jelas 
dan dapat dipahami oleh masing-masing kedua belah pihak yang melakukan 
transaksi jual. beli. Selain itu, pelaksanaan ijab dan kabul juga harus 
berhubungan langsung dalam suatu majelis. Adapun ijab dan kabul 
dibolehkan ditempat yang berbeda selama antara penjual dan pembeli sudah 
memahami satu sama lain. 
 
3. Objek Transasksi Jual Beli 
Objek transaksi jual beli harus ada atau tampak pada saat akad terjadi. 
Terhadap objek yang tidak tampak, ulama Syafi‟iyah dan Hanafiyah 
melarang secara mutlak, kecuali dalam beberapa hal seperti jasa. Namun 
demikian, ulama fikih sepakat bahwa barang yang dijadikan akad harus 
sesuai dengan ketentuan syara‟, seperti objek yang halal, dapat diberikan 
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pada waktu akad, diketahui oleh kedua belah pihak, dan harus suci.
69
 Bentuk 
objek akad dapat berupa benda berwujud dan benda yang tidak berwujud. 
 
4. Ada Nilai Tukar Pengganti Barang  
Para ulama telah sepakat bahwa nilai tukar pengganti barang dalam 
transaksi harus dapat ditentukan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat 
dalam transaksi. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan ketidakjelasan 
yang dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari, misalnya 
pembayaran dilakukan dengan uang, harus dijelaskan jumlah dan mata uang 
yang digunakan atau apabila dengan barang, maka harus dijelaskan jenis, 




C. Proses Pelaksanaan Jual Beli Barang Rongsokan 
Dalam pelaksanaan jual beli barang rongsokan banyak terjadi 
kecurangan yang dilakukan beberapa pelaku dagang, dalam contoh kasus 
jual beli barang rongsokan, barang yang diperjual belikan oleh si penjual 
terdapatnya najis yang menempel pada barang tersebut, penjual bukan orang 
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yang sudah baligh (dewasa), tidak terlaksananya akad jual beli. Dapat 
dipahami bahwa hal tersebut bertentangan dengan syariat islam. 
Jual beli barang rongsokan yang dilakukan di Desa Pem.  Sei. Baru 
terdapat dua jenis transaksi yakni sistem borongan dan sistem jual beli secara 
umum (kiloan). Sistem borongan yaitu pemulung membawa barang 
rongsokan dalam karung, di dalam karung tersebut terdapat botol-botol, 
kardus, kaleng, plastik, alat-alat rumah tangga, kertas, seng, dan lain-lain 
yang dihargakan sama yaitu harga per karungnya Rp 5.000 atau lebih. 
Padahal barang rongsokan tersebut jika dijual secara terpisah mempunyai 
nilai jual yang berbeda dan lebih tinggi misalnya harga satu kilogram kardus 
Rp 1.700, alat-alat rumah tangga (seperti panci) Rp 15.000. Adapun yang 
kedua adalah sistem jual beli barang rongsokan secara umum (kiloan) yaitu 
pemulung membawa barang rongsokan sudah dalam keadaan telah 
diklasifikasikan, dan kemudian ditimbang dan ditentukan harganya. 
Proses jual beli tersebut terlihat janggal yaitu apakah seimbang dengan 
harga atau tidak, barang tersebut suci atau tidak, milik sendiri atau bukan, 
dan penjual belum dewasa (baligh). Keadaan seperti ini banyak terjadi di 




sah menurut syariat Islam. Praktek jual beli menurut syariat adalah suatu adat 
yang baik. Islam dari awal masa banyak yang menampung dan mengakui 
adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak 
bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadist.Adat atau dalam ushul fiqh 
dikenal dengan urf, urf adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, ketentuan 
yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau 
meninggalkannya. 
Berdasarkan pihak pembeli beranggapan bahwa jual beli tersebut 
diatas hanyalah perkara hal sepele yang tidak perlu dilakukan, walaupun 
dalam transaksi tersebut bukan milik sendiri, barang dalam keadaan bernajis, 
penjual masih anak-anak (belum baligh), tidak adanya akad, asalkan terjadi 
transaksi maka dianggap sah jual beli tersebut menurut penjual dan pembei. 
Padahal didalam syariat islam apabila terjadi jual beli barang seperti yang 
disebutkan diatas maka jual beli tersebut batal karena tidak terpenuhi rukun 
dan syaratnya sesuai ajaran hukum syara’. 
Pendapat Wahbah Az Zuhaili ini juga sudah penulis beritahukan 
kepada beberapa pembeli barang rongsokan di Desa Pematang Sei Baru dan 




Hal ini juga sudah penulis tanyakan kepada pembeli barang 
rongsokan, berkenaan dengan kenapa beliau tidak menanyakan barang 
tersebut milik sendiri, barang tersebut sudah dibersihkan atau belum dan 
ketika melakukan transaksi tidak adanya akad. 
“Saya sebenarnya juga sudah pernah mendengar tentang hal tersebut 
tapi selama ini saya beranggapan hal ini hanyalah persoalan yang biasa-biasa 
saja, soalnya si penjual juga tidak pernah meributkan hal ini”.71 
“Sebenarnya saya sendiri juga tidak tahu kalau barang rongsokan 
tersebut ada najisnya atau tidak, sudah dibersihkan atau belum karena saya 
tidak menanyakannya kepada penjual, biasanya para penjual hanya langsung 
menjualkan barang rongsokan kepada saya”.72 
Penulis juga telah menanyakan hal itu kepada salah seorang 
masyarakat yang menjual barang rongsokan kepada pembeli, seperti Jojon 
dan Mael yang mengaku bahwa: 
“Pembeli tidak mempermasalahkan hal tersebut, saya jual seperti 
biasa saja, tidak ada menanyakan barang tersebut dari mana, ada najis atau 
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tidak dan setiap kali saya menjualkan barang rongsokan kami tidak 
melakukan akad. Saya pikir itu biasa-biasa saja sebab sudah menjadi 
kebiasaan setiap kali menjual barang rongsokan”.73 
“Tidak apa-apa yang penting barangnya sudah dijualkan, pembelinya 
tidak pernah menanyakan barangnya darimana, suci atau tidak. Saya sebagai 
penjual juga tidak mempermasalahkan akad, yang terpenting antara penjual 
dan pembeli sama-sama senang”.74 
Segala yang bertentangan dengan hukum syara’ harus ditinggalkan 
meskipun secara adat sudah diterima oleh masyarakat dan orang banyak.
75
 
Dalam hal ini, kepedulian dan kesadaran semua pihak harus dibangun untuk 
mencegah persoalan-persoalan yang bisa saja muncul dikemudian hari. 
Pihak-pihak yang berhubungan dalam jual beli barang rosok harusnya bisa 
lebih hati-hati dalam transaksi. Bermuamalah yang sesuai dengan syara’dan 
tercipta jual beli atau bisnis yang damai, agar tidak ada yang merasa 
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terzolimi. Sehingga sistem transaksi yang salah dapat dibenarkan dengan 























Berdasarkan pembahasan didepan, setelah melakukan penelitian 
secara seksama, maka penulis menyimpulkan, Menurut Wahbah Az-Zuhaili 
barang yang diperjual belikan harus bersih, bermanfaat, dapat diserahkan, 
milik penjual artinya terpelihara dan berada dibawah otoritas seseorang. 
Dengan demikian tidak sah jual beli barang yang bukan milik seseorang 
diketahui jumlah dan sifatnya oleh kedua belah pihak.  
Jual beli barang rongsokan yang dilakukan di Desa Pem.  Sei. Baru 
terdapat dua jenis transaksi yakni sistem borongan dan sistem jual beli secara 
umum (kiloan). Sistem borongan yaitu pemulung membawa barang 
rongsokan dalam karung, di dalam karung tersebut terdapat botol-botol, 
kardus, kaleng, plastik, alat-alat rumah tangga, kertas, seng, dan lain-lain 
yang dihargakan sama yaitu harga per karungnya Rp 5.000 atau lebih. 
Padahal barang rongsokan tersebut jika dijual secara terpisah mempunyai 
nilai jual yang berbeda dan lebih tinggi misalnya harga satu kilogram kardus 




kedua adalah sistem jual beli barang rongsokan secara umum (kiloan) yaitu 
pemulung membawa barang rongsokan sudah dalam keadaan telah 
diklasifikasikan, dan kemudian ditimbang dan ditentukan harganya. 
Pandangan Masyarakat Desa Pem. Sei. Baru dalam melakukan 
transaksi jual beli barang rongsokan menganggap sangat memberi manfaat 
sebab barang-barang yang sudah tidak terpakai/rongsokan masih dapat di 
jual dan menghasilkan uang, yang nantinya uang tersebut digunakan untuk 
keperluan sehari-hari.  
 
B. Saran-Saran. 
1. Dalam proses jual beli barang rongsokan disarankan terjadi akad, 
penjual bukan anak-anak atau yang belum baligh sehingga terciptanya 
jual beli yang sah menurut syara’. 
2. Dalam proses jual beli disarankan pembeli memberi penjelasan 
tentang harga satuan, kiloan kepada penjual tentang barang yang 
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